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ABSTRAK

Kondom merupakan alat kontrasepsi untuk menahan cairan setelah
keluarnya sperma ke vagina baik digunakan laki-laki maupun wanita, sedangkan
kondomisasi berarti upaya untuk mensosialisasikan/membudayakan penggunaan
kondom.. Penyebaran kondom di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah
berkembang pesat hingga mencapai hampir separuh penduduk Indonesia
pertahun, Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka dan positif dalam
penggunaan kondom.

Dalam skripsi ini penyusun ingin membahas kebijakan kondomisasi di
Indonesia menurut hukum Islam. Kebijakan yang diterapkan tidak dapat ditolerir
dalam hukum Islam. Kondomisasi secara individu dapat bermanfaat untuk
mencegah kehamilan, sementara secara sosial justru menimbulkan bahaya yang
menuju legalisasi perzinaan dan merusak masyarakat. Asumsi bahwa kondom
dapat mencegah HIV/AIDS ternyata tidak benar. Akar masalah yang
menyebabkan terus meningkatnya HIV/AIDS adalah rusaknya sistem sosial
dengan adanya kebebasan berinteraksi, kebebasan berekspresi kebebasan
berperilaku yang berarti adanya liberalisasi dan yang terjadi berikutnya adalah
sekularisasi yang mengabaikan hukum-hukum Allah. Liberalisme dan sekularisme
merupakan anak turunan dari sebuah ideologi besar bernama kapitalisme.
Terbukti adanya lembaga donor asing (Non-Government Organisation) yang
mendominasi.

Penelitian inimerupakan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai
referensi baik berupa buku literatur, laporan, dokumen, majalah ataupun internet
kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan normatif. Kerangka teori
penelitian ini adalah sesuatu yang mubah jika menimbulkan mudarat maka
sesuatu tersebut menjadi haram hukumnya.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah
terhadap kondomisasi tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan kaidah
hukum Islam, hukumnya haram sementara wujud kondom sendiri tetap mubah
hukumnya. Lalu solusi yang ditawarkan penyusun dalam mengatasi berbagai
krisis sosial yang saat ini tengah terjadi adalah menerapkan aturan-aturan Islam
secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan, disamping secara individu bisa
diselesaikan dengan khitan untuk mengurangi pengaruh HIV/AIDS dan menikah
bukannya berzina. Hukum Islam harus diadopsi oleh negara sebagai konsekuensi
agidah dan iman kepada Allah mengingat sekecil apapun usaha manusia akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab \ETy F Huruf Latin Keterangan

Tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es danye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)
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hamzah

ya’

koma terbalik di atas

ge
ef
qi
ka
‘el
‘em
‘en
w
ha
apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis
Ditulis
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis
Ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

L

ditulis ¢ atau A.

D. Vokal Pendek

fathah
kasrah
u
azhabu
dammah %

E. Vokal Panjang

1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis
3 ditulis
ditulis
4 ditulis
ditulis
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F. Vokal Rangkap

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

-

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

H. Kata Sandang Alif + Lam

“ I"

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

ditulis

ditulis

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penyusunannya.

ditulis

ditulis




MOTTO
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“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah,

niscaya Dia menolong kalian dan mengukuhkan langkah-langkah kalian”

(0.S. Muhammad: 7)

“Tidak ada yang mustahil di dunia ini dengan ridla Allah”



KATA PENGANTAR
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Ba’da tahmid dan tasbih atas segala limpahan rahmat dan hidayah Allah
dengan nikmat iman, islam dan ihsan, semoga shalawat dan salam senantiasa
tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik
sepanjang masa dan figur perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan Islam

untuk kembali berjaya di muka bumi.

Seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari masih
terdapat kekurangan di dalamnya. Segala saran dan koreksi yang membangun
akan penyusun terima untuk proses perbaikan. Semoga penyusunan skripsi ini
tidak hanya berhenti dalam retorika tulisan semata, namun lebih dari itu bisa
membuka cakrawala civitas akademika dan masyarakat secara luas untuk
membongkar konspirasi yang selama ini dipaksakan untuk terus diterapkan di
tengah-tengah kaum muslimin dan menjadi sumber inspirasi atas bergulirnya
opini penerapan Syari’at Islam yang berawal di lingkungan kampus hingga
meluas di lingkungan masyarakat pada umumnya hingga pemimpin menyerahkan
kekuasaannya kepada umat atau umat sendiri yang akan meminta kekuasaan

untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di level negara.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Mengetahui segala kebutuhan manusia telah
menganugerahkan berbagai kelebihan dan keistemewaan pada diri manusia.
Selain jasmani yang sempurna Allah juga memberikan akal yang dengannya
manusia bisa mencerap peristiwa-peristiwa yang terjadi juga nafsu dan hati
nurani. Dalam diri manusia terdapat potensi kehidupan (taqah al-hayawiyyah)
yang memotivasi manusia melakukan perbuatan-perbuatan serta menuntut
pemenuhan. Ada yang sifatnya pasti, yaitu jika tidak dipenuhi maka manusia akan
mati, ini adalah kebutuhan jasmani yang disebut hajatun ‘udwiyyah seperti
makan, minum dan buang hajat. Selanjutnya adalah naluri (garizah) dimana jika
tuntutan pemenuhannya tidak terlaksana tidak menyebabkan mati hanya resah
hingga tuntutannya tersebut terpenuhi. ' Diantaranya adalah naluri untuk
mempertahankan diri (garizah al-baqga’), naluri untuk meneruskan keturunan
(garizah an-nau’) dan naluri untuk beragama (garizah at-tadayyun). Kebutuhan
jasmani muncul dari faktor intern tubuh manusia sedangkan naluri muncul karena
adanya faktor ekstern manusia yang mempengaruhi. Seperti seseorang yang sering
menikmati aurat lawan jenis atau berulang—ulang melihat gambar tabu maka akan

muncul pikiran tentang apa yang telah disaksikannya, inilah yang nantinya

' Muhammad, Muhammad Ismail, Re-Freshing Pemikiran Islam. (Bangil: Al-Izzah,
2004), him..24.



mengarahkan pada pengimplementasian dari apa yang telah direkam dan

berkecamuk dalam pikiran.

Terjadinya problem ketika ada kesenjangan antara “apa yang seharusnya”
dan “apa yang terjadi”. Misal seorang pemuda usia 25 tahun yang umumnya
sudah layak menikah, karena hambatan faktor ekonomi terpaksa menunda
pernikahannya. Menurut cakupan luasnya ada problem individu dan problem
sosial, beda orang miskin yang malas bekerja dengan karena adanya cengkeraman
kaum kapitalis yang menyebabkan biaya hidup semakin mahal dan lapangan kerja
sangat terbatas. Begitu pun juga ada problem cabang dan ada problem pokok

seperti banyaknya tempat lokalisasi pelacuran dengan rusaknya sistem pergaulan.

Orang yang mulai menginjak usia dewasa dengan dimulainya fase akil
baligh bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah sedang pada wanita telah
mengalami haid. Sejak saat itu kematangan secara fisik sudah mulai terbentuk.
Kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses berbagai informasi baik visual
maupun literal yang ada di berbagai penjuru dunia telah banyak memberikan
dampak positif maupun negatif bagi manusia. Pesatnya perkembangan zaman
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh cukup kuat atas
pembentukan pola pikir manusia, hal ini yang nantinya akan mempengaruhi
pemahaman yang selanjutnya akan membuahkan perilaku dan menjadikan
karakter seseorang. Dalam pergaulan setidaknya ada dua hal penting yang sangat
mempengaruhi karakter seseorang, yaitu buku dan teman. Buku dengan berbagai
jenis dan sumbernya menjadi jendela pengetahuan yang mengantarkan manusia

pada pemahaman-pemahamannya tentang hakekat kehidupan, sedangkan teman



menjadi pengaruh dalam berinteraksi dan menempa karakter. Pergaulan yang
seolah tidak ada batasnya menyebabkan laki-laki dan wanita bebas melakukan
interaksi, kebebasan yang berangkat dari dasar sekularisasi yaitu pemisahan antara
urusan agama dan kehidupan sebagai dampak dari para pemilik modal (kapitalis)
yang berkuasa memainkan pasar untuk memberikan pengaruh atas berlakunya
berbagai kebebasan tersebut. Sekali manusia terjebak dalam sistem pergaulan
yang justru semakin menjauhkan diri dari sang Khalig dan melanggar aturan-
aturan-Nya, saat itu pula manusia berada dalam jurang kehancuran baik yang
kaitannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah ataupun manusia dengan
sesama manusia. Berbagai malapetaka mulai menghampiri silih berganti, mulai

aqidah, akhlak sampai kesehatan pun akan bermasalah.

Islam sebagai ad-Din dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin hanya
sebatas ritual keagamaan semata seperti sholat, puasa, haji dan membaca al-
Qur’an yang terangkum dalam ibadah dan aqidah yang berhubungan dengan
iman kepada Allah SWT. Di lain sisi islam sebagai pembentukan akhlak yang
mulia seperti jujur, amanah, sopan santun, termasuk cara makan, minum,
berpakaian. Akhlak ini sering dijadikan sebagai tujuan dari ajaran islam. Atau
sedikit lebih luas islam digunakan untuk mengatur urusan muamalat seperti nikah,
talak, waris, dan rujuk. Kalau dilihat lebih jauh, aqidah dan dan ibadah merupakan
interaksi yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan akhlak dengan
berbagai jenisnya adalah interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri. Inilah
saat terjadinya sinkretisme terhadap islam yaitu islam dipahami secara sempit

hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia



dengan dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan islam semakin ditinggalkan dan
ditanggalkan oleh umat islam sendiri. Islam dipahami dan dimaknai secara parsial
dan islam dianggap tidak bisa menyelesaikan problematika hidup manusia. Umat
islam kurang percaya diri ketika islam dijadikan solusi atas berbagai persoalan

yang menimpa.

Kondisi semacam ini ditambah lagi dengan kemunduran umat islam di
berbagai segi dan seakan semakin gemilangnya Barat dan Amerika dalam
percaturan dunia sampai Barat dan Amerika dijadikan kiblat kemajuan peradaban
dunia terlebih bangsa Indonesia dengan pesatnya perkembangan di berbagai
pengetahuan dan teknologi. Dampaknya pun sangat terasa untuk mempengaruhi
pemikiran-pemikiran umat Islam guna mengikuti pola pikir atau cara pandang
mereka dalam kehidupan. Umat islam rela menggadaikan aqidahnya dengan
mengganti hukum-hukum Islam dengan berbagi peraturan hidup yang telah
disepakati oleh para pemimpin Islam dengan orang-orang Eropa dan Amerika
dengan berbagai kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat, misalnya UU
migas, UU penanaman modal yang sarat dengan kepentingan asing. Dengan dalih
kebebasan berinvestasi maka pihak asing dengan leluasa mengeksploitasi
kekayaan alam Indonesia yang sesungguhnya adalah amanah Allah untuk dimiliki
rakyat. Dengan dalih kebebasan berekspresi maka siapapun berhak untuk
menunjukkan lekuk tubuh dan mempertontonkan aurat di depan umum bahkan
mengumbar nafsu tanpa ada batas dan hukum yang benar-benar bisa mengikatnya

seperti yang dilakukan artis ibukota dengan menjual album sembari memberikan



kondom sebagai bonusnya meski alasannya adalah untuk membantu pemerintah

menanggulangi masalah HIV/AIDS di Indonesia.

AIDS menjadi bahan pembicaraan yang belum ada habisnya di kalangan
remaja, dewasa sampai para ilmuan. Bahkan hari AIDS sedunia diperingati tiap
tanggal 1 Desember dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang turut
mendukung peringatan tersebut dengan mengadakan berbagai program
pemberantasan HIV/AIDS. Salah satu proses penularannya adalah dengan
melakukan hubungan intim antar lawan jenis bukan suami-istri dimana salah
satunya telah terjangkit HIV/AIDS. Untuk mendukung pemberantasan virus
tersebut dan memperingati hari AIDS sedunia, Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan hari
AIDS sedunia. Di Indonesia untuk pertama kalinya sebuah kampanye berskala
nasional bertajuk “Pekan Kondom Nasional” (PKN) 2007 diselenggarakan, yaitu
pada tanggal 1-8 Desember 2007. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
pemahaman dan penggunaan kondom sebagai salah satu cara untuk mengatasi
Infeksi Menular Seksual (IMS) khususnya HIV. Bahkan Pemerintah Kota
Semarang mengisi peringatan Hari AIDS se-Dunia antara lain dengan kebijakan
membagikan 5000 kondom secara gratis kepada sopir dan kernet bus di terminal
Mangkang, Semarang. Demikian seperti dikutip buletin al-Islam edisi 382/XIV.
Sementara para pakar kesehatan banyak mempermasalahkan keefektifan kondom

dalam mencegah tertularnya HIV/AIDS.



Kenyataan di atas memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang
kebijakan pemerintah terhadap kondomisasi di Indonesia dalam sudut pandang

hukum Islam .

. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dirumuskan pokok masalah
yaitu bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap kebijakan kondomisasi di
Indonesia serta akar masalah dan solusi terhadap rusaknya pranata sosial.

. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penyusunan skripsi ini oleh penulis adalah:

Untuk memberi penjelasan tentang sudut pandang hukum Islam terhadap
kondomisasi yang ada di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini oleh penulis adalah sebagai
berikut:

1. Secara individu sebagai upaya untuk menempa potensi penulis dalam dunia
pustaka ilmiah dan ini merupakan karya ilmiah pertama yang disusun oleh
penulis selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Agar memberi sumbangsih pemikiran di bidang akademik khususnya
syariah dalam hal kondomisasi dan menjadi bahan referensi untuk
penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya.

3. Sebagai sarana menambah pemahaman masyarakat tentang kasus
kondomisasi terhadap dampak positif dan negatifnya dalam sistem

pergaulan menurut sudut pandang hukum Islam serta menunjukkan akar



masalah yang telah menyebabkan umat islam terpuruk berikut solusi praktis
atas pemecahan masalah tersebut.
D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan penyusunan skripsi ini, penulis telah menelaah
berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, seperti:

Buku “KB Cara Islam” karya Dr. Thoriq At-Thawari, Solo: PT Aqwam
Media Profeta, 2007 secara umum membahas ‘azl dari segi pengertiannya,
hukum-hukumnya serta mengungkap berbagai pendapat para ulama seperti Imam
Ghazali, Imam Syafii, Imam Hanafi dan diantaranya membahas efek penggunaan
kondom terhadap alat vital laki-laki dan pencegahan kehamilan secara medis dan
syar’i.

Buku “Terapi Seksual Dalam Islam” karya Dr. Marwan Ibrahim Al-Qaisiy,
Bandung: Mujahid Press, 2004 membahas pendidiksn seks untuk anak,
penyimpangan seksual seperti homoseksual, onani, lesbian dan dampaknya
termasuk hubungan pernikahan dengan seks dalam pandangan Islam.

Buku “HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah” karya Anam
Masrur Ba’ali, Yogyakarta: Pilar Media, 2006 membahas sejarah perkembangan
HIV/AIDS dan pandangan muslim terhadap HIV/AIDS seperti mengingkari,
menolak atau simpati.

Buku “Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualita Kontemporer Umat
Islam” karya Marzuki Umar Sa’abah, Yogyakarta, 2001 membahas sebab-akibat

perilaku seks di luar nikah seperti pacaran, pornografi, selingkuh, prostitusi,



perkosaan, aborsi dan kekerasan terhadap anak serta mengupas normalisasi
perilaku seks masyarakat.

Dari buku-buku yang telah penulis telaah belum ada yang membahas secara
detail mengenai kondomisasi dalam sudut pandang hukum Islam sebagaimana
yang dimaksud oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

. Kerangka Teoritik

Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah
“EA oM & 2l 8 yang artinya: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu.
Manusia pertama kali diperintah untuk memikirkan ciptaan Allah. Sesungguhnya
hakekat penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan adalah sifatnya terbatas
baik dari segi umur, jumlah ataupun kemampuan akal dan semua ciptaan yang
namanya hidup suatu saat pasti akan mati. Dalam keterbatasan ini pasti ada
“sesuatu” yang membatasinya dan “sesuatu” tersebut harus bersifat ‘azali yaitu
tidak berawal dan tidak berakhir. Manusia butuh informasi yang
menyampaikannya dan untuk dapat mengetahui informasi tersebut telah
dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa Allah lah Yang telah Menciptakan segalanya,
seperti firman Allah® dalam al-qur’an:

[PV REERg i PRCH VA I EQPXV A

Dalam penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan Allah telah
memberi pedoman hidup untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan
Penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesama manusia dan alam

semesta. Jika manusia mengakui eksistensi Allah sebagai Sang Khaliq, tujuan

? As-Sajdah (32): 4.



penciptaannya untuk mengabdi kepada Allah semata-mata demi mengaharap
ridlo-Nya dan kelak akan menuju syurga atau neraka maka sebagai konsekuensi
logis manusia harus tunduk dengan segala aturan yang telah Allah tetapkan
berupa hukum syara’. Secara umum saat ini pengamalan al-Qur’an juga as-
Sunnah sebagai pedoman utama manusia hanya dimaknai sebatas manusia dengan
Tuhannya seperti agidah dan ibadah ritual serta hukum Islam yang berkaitan
antara manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak dan kepribadian diri. Ketika
dibahas mengenai aturan hidup secara menyeluruh maka islam belum secara
kaffah diterapkan baik dari sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem pendidikan
bahkan sampai sistem pemerintahan sebagaimana Rasulullah menjadikan islam
sebagai pandangan hidup untuk mengatur semua problematika umat manusia.
Inilah yang menjadikan distorsi bahwa ada pemisahan antara islam dan urusan
dunia. Islam dipahami sebatas aqidah, ibadah ritual dan akhlak saja.

Banyak manusia menjalani kehidupannya tanpa menggunakan petunjuk
atau tanpa menggunakan parameter untuk menimbang perbuatan tersebut, misal
orang laki-laki yang rajin ke masjid tapi dia meninggalkan terjun langsung untuk
mengoreksi pemimpin yang banyak mengabaikan hukum-hukum Islam. Hal ini
termasuk berdosa karena tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Penting
adanya parameter untuk menimbang suatu perbuatan sehingga seseorang tahu
realitas perbuatannya sebelum melakukannya. Parameternya adalah syara’,
sesuatu yang dipandang terpuji oleh syara’ itulah yang terpuji dan sesuatu yang

dianggap tercela menurut syara’ adalah hal yang tercela, bukan menurut



pertimbangan akal semata’ karena sifatnya yang terbatas dan relatif. Bisa jadi saat
ini mengatakan baik lalu pada saat mendatang mengatakan buruk. Manusia
dengan akalnya memang sejak awal diturunkan wahyu diperintahkan untuk
membaca dan berpikir tentang penciptaan dirinya, alam semesta dan
kehidupan.Manusia pun tidak bisa menjangkau semua rahasia dibalik aturan-
aturan Allah yang telah ditetapkan dalam al-qur’an.

Dalam system pergaulan yang terjadi dewasa ini banyak aktifitas yang
mengarah pada seks bebas, sebagian disebabkan kontrol diri yang lemah,
lingkungan yang mudah mempengaruhi dengan berbagai fenomenanya, minimnya
peran pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan-kebujakan yang diambil
untuk mengatur problematika umat sampai maraknya pornografi dan pornoaksi.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah namun tidak
sampai tuntas.

Merebaknya penyebaran HIV/AIDS menjadi masalah serius yang sampai
kini belum ditemukan obatnya. Pemerintah mengambil kebijakan pembagian
kondom gratis dalam jumlah yang besar di kota besar seperti Semarang dan
pembuatan ATM kondom di berbagai daerah seperti Jakarta. Program ini
bertujuan untuk mencegah penularan HIV/AIDS, kebijakan yang dianggap tepat
oleh pemerintah ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum perlu
pengkajian lebih mendalam.

Islam tidak datang dengan hukum-hukum terperinci bagi peristiwa-

peristiwa tertentu sehingga stagnan, tapi syariat datang dengan makna umum bagi

> Muhammad, Muhammad Ismail, Re-Freshing Pemikiran Islam. (Bangil: Al-Izzah,
2004), him.16.
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persoalan-persoalan manusia dan tidak terbatas dengan masa dan tempat tertentu

sehingga terpancar dari makna-makna ini semua solusi persoalan-persoalan

parsial. Jika terjadi suatu persoalan, yang pertama dilakuakan adalah mengkaji

dan memahami fakta atau realitanya, kemudian solusinya digali dari makna-

makna umum yang terkandung dalam syariat4.Sebagai konsekuensi logis bagi

umat islam dari agidah islamiyyah untuk terikat dengan hukum-hukum syara’.
Syariat Islam terdiri dari :

1. Hukum-hukum yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul, seperti
al-qur’an dan as-Sunnah, keduanya menjadi dasar syariah dan hukum-
hukum Allah yang bersifat Qath’iy tidak perlu diijtihadi lagi.

2. Hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad oleh ulama’ ahli figih/fugaha,
dimana ijtihadnya meruju’ pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jenis yang
kedua ini termasuk dalam kajian figih® .

Penulis mencoba mengkorelasikan masalah kondomisasi ini dengan ayat al-
Qur’an’;

Wi Uy Akl 78 49 550 1 530,88

Bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah dari pembagian kondom

secara gratis dan pembuatan ATM kondom di berbagai daerah terhadap system

pergaulan yang ada. Penulis berusaha menelaah istinbath hukum dalam kaidah

* Ibid., hlm. 39.
5 Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Surabaya: Dunia [lmu, 1417 H), hlm.55.

® Al-Isra’(17): 32.
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ushul figih menurut para fugaha dengan dilalatu ad-dilalah atau pun menurut
mutakallimin dengan mafhum al-muwafagah.yaitu bahwa pernyataan hukum yang
terdapat dalam nash-nash syara’ baik berupa Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang
tidak disebutkan sama dengan yang disebutkan ditambah lagi dengan kaidah ushul
figh haisu yakunu asy-syar'a takunu al-maslahah (Dimana-mana terdapat hukum
syara’ maka terdapat maslahat didalamnya) dan dengan metode istinbat hukum’:
Lalia ) JB g 3181 &3 o ) MLagagl | s G813 laall 31 31 (e 3 IS
Kaidah tersebut menyatakan bahwa sesuatu benda yang hukumnya mubah
jika digunakan menimbulkan bahaya maka penggunaannya menjadi haram,
sementara benda tersebut tetap halal statusnya.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka yaitu dengan melakukan pengkajian
terhadap buku-buku, hasil penelitian, skripsi, buletin dan data-data pendukung
yang berhubungan dengan kondomisasi dan tinjauan hukum Islam untuk
menyempurnakan skripsi ini.
2. Sifat Penelitian.
Skripsi yang tengah penulis susun ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif
yaitu menjelaskan suatu gejala/fakta untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang gejala/fakta tersebut ' ® dengan memaparkan seputar

7 <Atha bin Khalil, Ushul Figh, alih bahasa Ust. Yasin as-Siba’i, (Bogor: Pustaka Thariqul
Izzah, 2008), hlm.56.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet 3 (Jakarta: UI-Press, 1986)
hlm.10.
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kondomisasi, dampak positif-negatif kondomisasi dan berbagai aspeknya.
Selanjutnya dianalisa menyesuaikan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah.
Pendekatan masalah adalah normatif, yaitu menganalisa data dengan
menggunakan pendekatan yang diawali kerangka berfikir dengan ‘agidah
‘aqliyyah sebagai dasar utama yang memunculkan konsekuensi atas mabda’
tersebut berupa fikrah dan farigah lalu melihat hukum Islam dengan istinbat
hukum yang ada dalam kaidah ushul figh.

4. Analisa Data
Data yang terkumpul dianalisa secara deduktif, yaitu menyebutkan dalil-dalil
yang sifatnya umum kemudian digunakan untuk menganalisa data yang
berkaitan dengan kebijakan kondomisasi guna mendapat kesimpulan yang

bersifat khusus sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan
Klasifikasi pembahasan dalam skripsi ini yang dibagi menjadi beberapa
bab, yaitu:
Bab I, pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara
keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.
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Bab II membahas hukum dalam Islam yang mencakup tujuan hukum
Islam, metode istinbath hukum dan pemaparan tentang kaidah keharaman
terhadap sesuatu yang mubah yang menimbulkan efek mudarat.

Bab III memaparkan seputar kondomisasi yang meliputi pengertian,
kebijakan pemerintah, latar belakang kebijakan, tujuan dan sisi positif maupun

negatifnya .

Bab IV berisi analisa mengenai kebijakan kondomisasi dalam perspektif
hukum Islam yang mencakup analisa kaidah dan solusi Islam sebagai way of life

dan Islam sebagai social engineering.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dan solusi yang ditawarkan.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir skripsi ini penyusun menyimpulkan beberapa hal:

1.

Kondomisasi sangat tidak efektif dalam mencegah tertularnya HIV/AIDS
dan justru menyuburkan perzinaan di berbagai kalangan.

Kebijakan pemerintah terhadap kondomisasi hukumnya haram karena
terbukti telah merusak moral umat, sementara wujud kondom sendiri
hukumnya ibahah.

Kebobrokan moral umat tidak hanya disebabkan mental individunya saja,
melainkan lebih utama karena rusaknya sistem sosial dengan adanya
liberalisme yang berarti pengabaian hukum-hukum Allah, inilah
sekulerisme yang menjadi ruh ideologi kapitalisme. Solusinya adalah

diterapkannya hukum Islam di seluruh bidang kehidupan.

B. Saran

1. Membuat individu bertaqwa.

Pertama adalah pembinaan karakter dengan menanamkan aqidah
tiap individu dan memahamkan fsagafah Islam hingga muncul
kebangkitan umat untuk menerapkan syariat Islam. Di bidang sosial

hendaknya para pemuda yang sudah mampu untuk menikah,

2. Pendidikan seks anak dalam keluarga.
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Yaitu memberi pengertian masalah-masalah yang berkaitan dengan
seks, naluri, dan perkawinan agar mampu mengetahui masalah-masalah
yang diharamkan dan dihalalkan serta belajar mengamalkannya.

. Menjaga lingkungan masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang melakukan
interaksi terus menerus yang memiliki pemikiran, perasaan dan aturan
tertentu. Untuk mengubah masyarakat dari kehidupan yang hedonis dan
liberal adalah dengan mengubah paradigma berfikir dan perasaan mereka,
sehingga aturannya pun akan mengacu pemahaman masyarakat dalam
memandang kehidupan dengan pemahaman Islam.

Peran agama harus didengungkan untuk mencegah perbuatan zina.
Sejak dini perlu pembekalan ilmu agama lewat TPA-TPA, pengajian-

pengajian di tengah masyarakat dan di keluarga masing-masing.

. Peran Negara

Solusi syari’ah dalam mencegah penyebaran virus HIV AIDS
adalah mencampakkan sekularisme akibat diterapkannya ideologi
kapitalisme dengan kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah untuk
menerapkan hukum Islam secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan
baik dalam hal ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan.

Pada saat yang bersamaan dengan pemberlakuan system sanksi
dalam Islam secara tegas, antara lain hukuman cambuk atau rajam atas

pelaku perzinaan

96



Problem sangat mendasar yang kini tengah dihadapi umat tidak bisa
hanya diselesaikan dengan perbaikan moral saja, buktinya sebagus apapun
orang jika masuk dalam sistem yang bobrok maka dia juga akan terjerumus
dalam kubangan yang rusak pula. Umat manusia akan benar-benar hidup dalam
dunia yang sejahtera dan penuh berkah dari Allah bilamana manusia mau
tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap segala aturan Allah berupa syari’at

islam. Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 97 :

“Sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilsh
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi
mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan

perbuatannya”

Syari’at islam tidak bisa diterapkan secara sempurna tanpa ada sebuah
institusi yang mengadopsi hukum Islam. Institusi tersebut berupa Daulah
Khilafah Islamiyyah, ini tidak akan tegak tanpa adanya dukungan dari
masyarakat dan masyarakat tidak akan mendukung selama mereka banyak yang
belum faham. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah berdakwah dan
menyampaikan kepada masyarakat secara luas tentang islam sebagai mabda’
(idiologi) yang memancarkan sistem berupa fikrah (konsep-konsep) untuk
kehidupan manusia dan tharigah (metode penerapan) termasuk kewajiban
bahwa syari’at Islam harus diterapkan sebagai konsekuensi keimanan dan

aqidah umat islam terhadap eksistensi Allah.
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Lampiran 1

TERJEMAH

Footnote

Bab

Halaman

Terjemah

As-Sajdah (32): 4.

8

Allah lah yang menciptakan langit
dan bumi dan apa yang ada di
antara keduanya.

Al-Isra’(17): 32.

v

11
87

Dan janganlah kamu mendekati
zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan
suatu jalan yang buruk.

‘Atha bin Khalil,
Ushul  Figh, alih
bahasa Ust. Yasin as-
Siba’i, (Bogor:
Pustaka Thariqul
Izzah, 2008), hIm.56.

v

12
67

Setiap bagian dari perkara-perkara
yang mubah apabila berbahaya atau
akan mengakibatkan bahaya, maka
bagian tersebut diharamkan,
sementara perkara yang mubah
(lainnya) itu tetap statusnya mubah.

Al-Anbiya’(21): 107.

II

15

Dan tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan (untuk) menjadi rahmat
bagi semesta alam.

Yunus (10): 57.

II

15

Hai manusia, sesungguhnya telah
datang kepadamu pelajaran dari
Tuhan-mu dan penyembuh bagi
penyakit-penyakit (yang berada)
dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang
beriman.

Al-A’raf (7): 157

II

18

Dan Dia menghalalkan bagi mereka
segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk.

An-Nisa’ (4): 59.

II
v

21
85

Hai orang-orang yang beriman
taatilah Allah, taatilah Rasul dan
ulil amri diantara kalian,kemudian
jika kamu berlainan pendapat maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur’an) dan Rasul-Nya (as-
Sunnah).




8 Sahih Bukhari, Kitab | 1I 22 Barangsiapa yang membuat sesuatu
As-Shulhu, No0.2499 (perkara) baru dalam urusan kami
dikutip oleh ‘Atha ini yang tidak berasal darinya,
bin Khalil, Ushul maka hal itu tertolak.

Figh, alih bahasa Ust.
Yasin as-Siba’i,
(Bogor: Pustaka
Thariqul Izzah,
2008), hlm.5.
9 Al-Maidah (5): 3. II 24 Diharamkan bagimu memakan
v 85 bangkai, darah dan daging babi.

10 | An-Nahl (16): 116 II 27 Dan janganlah kamu mengatakan
terhadap apa yang disebut-sebut
oleh lidahmu secara dusta,’ini halal
dan ini haram’, untuk mengadakan
kebohongan terhadap Allah.

11 | Al-Zilzal (99): 7-8. v 61 Maka siapa saja yang mengerjakan
kebajikan  seberat  dzarrah-pun,
niscaya  dia  akan  melihat
balasannya, dan siapa saja yang
mengerjakan  kejahatan  seberat
dzarrah pun niscaya dia akan
melihat balasannya pula.

12 | Al-Baqgarah (2): 208. | IV 85 Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam
secara keseluruhannya, dan
janganlah kamu turut langkah-
langkah setan. Sesungguhnya setan
itu musuh yang nyata bagimu.

13 | An-Nur (24): 30-31. v 86 Katakanlah kepada orang laki-laki

yang beriman,”Hendaklah mereka

menahan pandangannya dan
memelihara kemaluannya; yang
demikian itu lebih suci bagi
mereka, sesunggauhnya  Allah

Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat. Katakanlah kepada wnita
yang beriman,”’Hendaklah mereka
menahan pandangannya dan
memelihara  kemaluannya, dan




janganlah mereka menampakkan
perhiasannya kecuali yang biasa
tampak padanya dan hendaklah
mereka menjulurkan kain kudung
sampai ke dadanya.

14

Al-ahzab (33): 59.

v

86

Wahai Nabi, katakanlah kepada
istri-istrimu, anak-anak
perempuanmu, dan istri-istri orang
mukmin, hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh
tubuh mereka. Yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah dikenal
sehingga mereka tidak mudah
diganggu.

15

An-Nur (24): 32:

v

87

Dan kawinkanlah orang yang
sendirian diantara kamu dan orang-
orang yang layak dari hamba-
hambamu yang laki-laki dan
perempuan, jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka
dengan karunia-Nya.

16

An-Nur (24): 2.

v

87

Pezina perempuan dan pezina laki-
laki, deralah masing-masing dari
keduanya 100x dan janganlah rasa
belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk menjalankan
agama (hukum) llah, Jika kamu
beriman kepada Allah dan hari
Akhir.




Lampiran 2
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2006

TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian,dan
penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategisuntuk menjaga
kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di
bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS
sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan
tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan
AIDS dengan Peraturan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 1
Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih
intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional.

Pasal 2
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Presiden.

Pasal 3
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :
a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum
pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan,
pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
d. melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa,
dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan
masyarakat;
e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan AIDS;
f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;



g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian,
dan penanggulangan AIDS;

h. memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

BAB I1
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 4
(1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
4. Anggota :
a. Menteri Agama;
b. Menteri Sosial;
c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
f. Menteri Pendidikan Nasional;
g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Menteri Perhubungan;
i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
J- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/-Kepala BAPPENAS;
1. Menteri Negara Riset danTeknologi;
m. Sekretaris Kabinet;
n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
p- Kepala Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi;
g.- Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
r. Ketua Badan Narkotika Nasional;
s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
u. Ketua Palang Merah Indonesia;
v. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
w. Ketua Organisasi ODHA Nasional.
5. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi
(2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai
kebutuhan.
(3) Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan
oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana



Pasal 5
(1) Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu
dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional.
(3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan
pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Panel Ahli

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.

(2) Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau
pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.

(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau
Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh
Sekretariat.
(2) Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku
Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional,
Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan
Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
(2) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh Gubernur.
(3) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS
Kabupaten/Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkahlangkah
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yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan,
strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Pasal 10
(1) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS
Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional.
Pasal 11
Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan
Kabupaten/Kota diatur oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan berpedoman pada
tata kerja yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan
koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi
Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi,
perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu,
serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 13
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Presiden secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diatur
lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB YV
PEMBIAYAAN

Pasal 15
(1) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana
lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan
AIDS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(3) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan
AIDS Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
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Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini semua kegiatan pencegahan dan
penanggulangan AIDS yang menjadi tugas Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan
AIDS, tetap dilaksanakan penyelesaiannya oleh Komisi Nasional Penanggulangan AIDS
berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini
ditetapkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional.
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 36 tahun
1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 13 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
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Lampiran 3

Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia,
“KRITIK TERHADAP RUU PORNOGRAFTI”,
Nomer: 141/PU/E/09/08 , Jakarta, 17 Ramadhan 1429H/ 17 September 2008.

No

Topik

RUU Pornografi

Kritik

Perspektif Islam

Nama UU

Undang-Undang tentang
Pornografi

® Dalam RUU ini kata ‘Anti’ dan
’Pornoaksi’ dihilangkan dari rancangan
semula.

e Penghilangan kata ‘Anti’ mengesankan,

yang diinginkan RUU ini hanyalah
mengatur pornografi. Bukan
memberantasnya. Kesan ini makin
menemukan buktinya, jika dicermati
pasal-pasal yang ada di dalamnya.
Padahal, dalam konsideran ‘Menimbang
butir b” dinyatakan bahwa
"Pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi semakin
berkembang luas di tengah masyarakat
yang mengancam kehidupan dan
tatanan sosial masyarakat Indonesia.”
Jika demikian  halnya, mengapa
pornografi masih dipelihara?
® Penghilangan kata "pornoaksi’
menunjukkan bahwa pornoaksi tidak
termasuk dalam perkara yang diatur
dalam RUU ini. Di dalam pasal-
pasalnya memang tidak ditemukan
sama sekali kata ’pornoaksi’. lJika
dicermati, ada upaya untuk
memperluas makna pornografi
sehingga mencakup pornoaksi. Akan
tetapi, cakupannya tidak menyeluruh
sehingga banyak tindakan pornoaksi
yang tidak tercakup dalam RUU ini.
Padahal, pornoaksi tidak kalah
bahayanya bagi kehidupan
dibandingkan pornografi.

dan
adalah
yang
dilenyapkan.

Pornografi
pornoaksi
kemungkaran
harus
Bukan hanya
diregulasi, apalagi

dilegalisasi.

Definisi Porn

Pornografi

bent

ilustrasi,
suara,

ografi adalah

materi seksualitas yang
dibuat manusia dalam

uk gambar, sketsa,
foto, tulisan,

bunyi, gambar

® Yang termasuk dalam cakupan
pornografi menurut RUU ini adalah
materi seksualitas yang mengandung
unsur: (1) yang dapat membangkitkan
hasrat  seksual, dan/atau  (2)
melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam
mayarakat.

® |slam memang
tidak secara jelas
memberikan
pengertian tentang
pornografi.
Namun,
memiliki

Islam
konsep




bergerak, animasi,
kartun, syair,
percakapan, gerak
tubuh, atau bentuk

pesan komunikasi lain

melalui berbagai
bentuk media
komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka
umum, vyang dapat
membangkitkan hasrat
seksual dan/atau
melanggar  kesusilaan
masyarakat (pasal 1 ayat

1)

Pengertian ini masih belum konkrit
sehingga bisa menimbulkan
multiinterpretasi masing-masing
orang. Misalnya pada unsur pertama,
apa batasannya membangkitkan
hasrat seksual itu? Siapa yang berhak
menentukan bahwa suatu materi
seksual itu dinilai telah
membangkitkan hasrat seksual atau
belum?

e Demikian juga dengan unsur kedua,

apa yang dijadikan sebagai standar
nilai-nilai kesusilaan dalam
masyarakat? Masyarakat yang mana?
Bukankah di Indonesia terdapat
banyak suku dan budaya yang memiliki
standar nilai kesusilaan yang berbeda-
beda?

Dalam pasal-pasal berikutnya memang
dijelaskan beberapa jenis materi
pornografi yang dilarang. Namun
sayangnya, materi pornografi yang
dilarang itu sangat sempit dan sedikit
sehingga memberikan peluang
lolosnya banyak materi pornografi di
masyarakat.

Disamping mencakup materi
seksualitas yang dibuat manusia,
pengertian pornografi dalam RUU ini
juga mencakup ’pertunjukan di muka
umum’. Tampaknya, pengertian
tersebut berusaha mencakup wilayah
‘pornoaksi’. Akan tetapi jangkauannya
amat sempit. Karena yan disebutkan
hanya ’‘pertunjukan’ saja. Berbagai
tindakan yang termasuk dalam
‘pornoaksi’, tidak bisa dijerat dalam
RUU ini. Sempitnya cakupan pornoaksi
ini tentu akan berakibat banyak
perbuatan yang sebenarnya termasuk
dalam pornoaksi lolos dari larangan
undang-undang ini.

tentang aurat yang
jelas dan baku.

e Aurat laki-laki, baik

terhadap sesama
laki-laki  maupun
terhadap  wanita
adalah antara

pusar dan lutut.

® Sementara aurat

wanita terhadap
laki-laki asing
(bukan suami dan
mahramnya)

adalah seluruh
tubuh kecuali

wajah dan dua
telapak

tangannya. Di
samping itu,
pakaian yang

dikenakannya
sudah ditentukan
yakni: jilbab dan
kerudung—adalah
seluruh tubuh
kecuali wajah dan
telapak tangan.
Aurat tersebut
wajib ditutup dan
tidak boleh dilihat
kecuali orang yang

berhak, terlepas
terlihatnya aurat
itu dapat

membangkitkan
birahi atau tidak.
Konsep ini jauh

bermartabat
daripada konsep
mengenai
pornografi.

Islam juga
melarang
beberapa tindak
yang berkaitan
dengan tata

pergaulan pria




dan wanita. Di
antaranya Islam
melarang tabarruj
(berhias
berlebihan di
ruang publik),
berciuman,
berpelukan,
bercampur-baur

antara pria-
wanita,
berkhalwat
dengan wanita
bukan  mahram,
dan segala
perbuatan  yang
dapat
mengantarkan
perzinaan. Konsep
ini jauh
bermartabat
daripada konsep
mengenai
pornoaksi.

Larangan

Setiap orang dilarang
memproduksi,
membuat,
memperbanyak,
menggandakan,
menyebarluaskan,
menyiarkan,
mengimpor,
mengekspor,
menawarkan,
memperjualbelikan,

menyewakan, atau
menyediakan

pornografi yang
memuat: (e)
persenggamaan,
termasuk

persenggamaan  yang
menyimpang, (f)
kekerasan seksual, (g)

Pasal ini memberikan penjelasan lebih
konkrit mengenai batasan pornografi
yang dilarang. Namun amat
disayangkan, batasan pornografi itu
amat sempit. Menurut pasal ini, materi
seksual yang dikatagorikan sebagai
pornografi hanya menyangkut pada
lima perkara itu, yang semuanya hanya
berkisar  kepada  kalamin  saja.
Persenggamaan, kekerasan seksual,
masturbasi, ketelanjangan, dan alat
kelamin jelas menunjukkan bahwa
batasan pornografi hanya berkisar
kepada kelamin.

Bertolak dari pasal ini, materi
pornografi selain yang disebutkan itu
tidak termasuk dalam katagori
pornografi yang dilarang. Kesimpulan
ini juga sejalan pasal 13 ayat 1.
Dengan demikian, mempertontonkan
beberapa anggota tubuh lainnya yang
juga dapat membangkitkan hasrat
seksual, seperti paha, pinggul, pantat,

e Ketentuan tentang

—unsur-unsur
pornografi dan
pornoaksi  dalam
pandangan Islam
telah dipaparkan di
atas.

eYang pasti,
rumusan pasal ini
mengenai
pornografi yang
dilarang dalam
RUU ini sangat
bertentangan
dengan Islam.
Dalam Islam,
jangankan alat
kelamin dan

ketelanjangan,
aurat saja tidak
boleh
dipertontonkan di
muka umum.

Xi




masturbasi atau onani,
(h) ketelanjangan atau
tampilan yang
mengesankan

ketelanjangan, atau (i)
alat kelamin (pasal 4

ayat 1)

pusar, perut, dan payudara
perempuan tidak termasuk dalam
pornografi yang dilarang. Katagorisasi

demikian tentu sangat
membahayakan dan merusak
kehidupan masyarakat. Akan ada
banyak produk dan perbuatan
pornografi yang bebas dilakukan

tanpa takut diusik siapa pun karena
telah mendapatkan legalisasi dari

Bukan hanya
persenggamaan,
berbagai tindakan
yang  terkatagori
sebagai
mugaddimah  al-
zind (pendahuluan
zina) juga dilarang
dilakukan di muka
umum. Ketentuan

RUU ini. itu berlaku umum.
e Batasan pornografi yang dilarang ini Semua perbuatan
membuat  pengertian  pornografi yang membuka
dalam pasal sebelumnya menjadi aurat di  muka
amat sempit. Dalam pasal publik
sebelumnya pornografi  diartikan dikatagorikan
sebagai materi  seksual  atau sebagai  tindakan
pertunjukan di muka umum, yang terlarang.
dapat  membangkitkan  hasrat Perkecualian hanya
seksual dan/atau melanggar disandarkan
kesusilaan masyarakat. Jika bertolak terhadap
dengan pasal ini, maka ketentuan syara’,
mempertontonkan beberapa anggota seperti dalam
tubuh seperti paha, pinggul, pantat, kesaksian  dalam
pusar, perut, dan payudara pengadilan dan
perempuan seharusnya juga dilarang pengobatan.
karena sudah dapat membangkitkan
hasrat seksual dan/atau melanggar
kesusilaan masyarakat. Demikian
juga dengan berbagai tindakan yang
membangkitkan  hasrat  seksual,
seperti tarian erotis, berciuman,
berpelukan, dan sebagainya..
Larangan Setiap orang dilarang | e Secara eksplisit, yang dilarang oleh | ® Pada dasarnya,
mempertontonkan diri RUU ini hanyalah ketelanjangan, Islam
atau orang lain dalam eksploitasi seksual, menghendaki agar
pertunjukan atau  di persenggamaan, atau yang hasrat seksual
bermuatan pornografi lainnya. tidak
muka yang . . N
Dalam  penjelasan  pasal ini mendominasi
menggambarkan disebutkan bahwa yang dimaksud kehidupan. Hasrat
ketelanjangan, dengan ‘pornografi lainnya’ antara seksual itu hanya
eksploitasi seksual, lain kekerasan seksual, masturbasi boleh
persenggamaan, atau atau onani. dibangkitkan dan
yang bermuatan | ® Bertolak dari pasal ini, banyak aksi disalurkan  pada
pornografi lainnya porno yang tidak dikatagorikan. sebagai tgmpat yang
pornografi terlarang, seperti tarian dibenarkan, yakni
(pasal 10)

atau goyangan erotis. Demikian juga

penikahan dan
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berbagai aktivitas yang mengarah
kepada hubungan seks, seperti
berciuman bibir, berpelukan antara
laki-laki dan perempuan, dsb tidak
terkatagori sebagai pornografi yang
dilarang.

perbudakan (QS
al-Mukminun [23]:
5-7). Selain
keduanya, adalah
haram.

Oleh karena itu,

membuat segala
hal yang
terkatagori
pornografi dan
pornoaksi
termasuk
perbuatan  yang
diharamkan.

Pembatasan

Pembuatan,
penyebarluasan,

dan

penggunaan pornografi

yang memuat

selain

sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat 1

wajib
pada

mendasarkan
peraturan

perundang-undangan

(pasal 13 ayat 1)

Pasal ini secara jelas menunjukkan
bahwa pornografi tidak dilarang sama
sekali. Selain ada pornografi yang
dilarang (yakni lima materi,
sebagaimana disebutkan secara
eksplisit dalam pasal 4 ayat) ada juga
materi pornografi yang diperbolehkan.
Dalam penjelasan pasal tersebut
dicontohkan beberapa jenis pornografi
yang diperbolehkan, yakni majalah
yang memuat model berpakaian bikini,
baju renang, pakaian olah raga pantai,
yang digunakan sesuai dengan
konteksnya kendati harus mengikuti
peraturan perundang-undangan.
Kendati dalam pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi jenis ini harus
didasarkan  kepada perundang-
undangan, namun jelas tidak ada
larangan terhadapnya.

Ini berarti RUU ini  tidak
memberantas pornografi sampai ke
akarnya, namun justru melindungi
dan melegalisasi beberapa jenis
pornografi

Ketentuan Islam
mengenai
pornografi  dan
pornoaksi sudah
sangat jelas.
Yakni tidak
memberikan
celah
terhadapnya
untuk hidup dan
berkembang  di
masyarakat.
Sebagaimana
telah dipaparkan,
tindakan
membuka aurat
tidak bisa
dibenarkan
kecuali alasan
syar’'i. Beberapa
alasan tidak syar’i,
seperti kesesuaian
dengan konteks,
misalnya boleh
mengenakan baju
renang yang jelas-
jelas membuka
aurat
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Pembatasan

Pembuatan,

penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi
sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus
dilakukan ditempat dan
khusus

dengan cara

(pasal 13 ayat 2)

Pasal-pasal ini jelas-jelas
memperbolehkan pornografi beredar
di tengah masyarakat. Ditegaskan
dalam pasal ini semua materi
pornografi selain yang disebutkan
dalam pasal 4 ayat 1 itu boleh dibuat,
disebarluaskan, dan digunakan asalkan
dilakukan ditempat dan cara khusus.
Dalam penjelasan pasal ini disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan ‘di
tempat dan dengan cara khusus’
misalnya penempatan vyang tidak
dijangkau oleh anak-anak atau
pengemasan yang tidak menampilkan
atau menggambarkan pornografi.
Berdasarkan pasal ini, pornografi
justru mendapatkan legalisasi untuk
berkembang tanpa takut diusik jika
sudah memenubhi kriteria ‘dilakukan di
tempat dan cara khusus’. Sungguh
amat naif. Undang-undang vyang
diharapkan dapat melindungi rakyat
dari bahaya pornografi malah
melindungi dan melegalisasi
pornografi.

Berdasarkan RUU ini, materi
pornografi boleh dikonsumsi oleh
seseorang yang tidak lagi tergolong
anak-anak, yakni yang sudah berusia
18 tahun ke atas (dalam pasal 1 ayat 3
ditegaskan bahwa yang dimaksud
dengan anak-anak adalah sesorang
yang belum berusia 18 tahun). Patut
ditegaskan, pornografi tidak hanya
berbahaya bagi anak-anak, tetapi
orang dewasa. Berbagai tindak
pemerkosaan akibat pengaruh
pornografi banyak dilakukan orang
yang sudah dewasa.

Apabila pasal ini jadi disahkan, maka
pasal ini dapat merobohkan semua
bangunan RUU ini. Keinginan dapat
membendung  pornoaksi  dengan
diundangkannya RUU ini pun hanya
akan berhenti menjadi impian

® [slam

e Segala

tidak
mentoleransi
berkembangnya
pornografi dan
pornoaksi di
tengah
masyarakat.
tindakan
yang dapat
mengantarkan
masyarakat
kepada perrzinaan
dan hancurnya
akhlak masyarakat
harus dienyahkan
dari  kehidupan,
baik bagi anak-
anak maupun
orang dewasa.

10

Pembatasan

Pembuatan,

penyebarluasan, dan

tentu
Bagaimana

Pembatasan ini
membahayakan.

® Semua

ketentuan

berlaku umum
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penggunaan materi
seksualitas dapat
dilakukan untuk
kepentingan dan

memiliki nilai: (a) seni
dan budaya (b) adat
istiadat, dan (c) ritual
tradisional

(Pasal 14)

mungkin dengan alasan itu, materi
seksualitas dapat dibuat,
disebarluaskan, dan digunakan?
Apalagi tidak ada batasan yang jelas
mengenai materi seksualitas yang
dimaksud.

Seni dan budaya yang mengantarkan
kepada kerusakan moral masyarakat
seharusnya dilarang. Bukan sebaliknya
malah membatalkan larangan
pornografi di dalamnya. Bukankah
selama ini pornografi dan pornoaksi
dapat merajalela di tengah masyarakat
justru seringkali atas nama seni,
olahraga, dan semacamnya?

Demikian juga dalam adat istiadat dan
ritual tradisional. Tugas pemerintah
justru harus melakukan bimbingan dan
menumbuhkan kesadaran bagi
masyarakat yang memiliki adat-istidat
dan ritual tradisioanl yang
menyimpang. Bukan sebaliknya, malah
justru melegalisasinya.

Ketentuan ini tentu sangat
berbahaya. Bayangkan, karena
alasan-alasan tersebut materi

seksual diperbolehkan..

kecuali ada dalil
yang
memperbolehkann
ya. Seni budaya,
adat istiadat, dan
ritual  tradisional
tidak termasuk
dalam alasan yang
dibenarkan  syar’i
untuk
membolehkan
pornografi dan
pornoaksi
dilakukan di tengah
kehidupan
masyarakat.

Islam mewajibkan
kaum Muslim,
terutama penguasa
untuk
menyampaikan

dakwah dan
bimbingan
terhadap
masyarakat yang

beleum mengenal
Islam. Bukan malah
membiarkannya
terus dalam
penyimpangan.
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Lampiran 4 BIOGRAFI TOKOH
Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani

Pemaparan biografi tokoh dalam skripsi ini tidak bermaksud untuk
mengagungkan diri pribadi tokoh tersebut, namun untuk memahami dan
mengagumi pemikiran dan sikapnya. Beliau adalah Syaikh muhammad
Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani dari Bani
Nabhan, lahir pada tahun 1909 di daerah Ijzim wilayah Haifa Palestina Utara.
Ayah beliau pengajar ilmu-ilmu syari’ah di Kementrian Pendidikan Palestina, ibu
beliau adalah puteri Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang qadli
(hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah
Utsmaniyyah. Syaikh Taqgiyuddin telah hafal al-qur’an seluruhnya di bawah usia
13 tahun.

Syaikh Taqiyyuddin mendapat pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari
ayah dan kakeknya termasuk di sekolah negeri di [jzim kemudian melanjutkan di
Tsanawiyyah Al-Azhar lalu di Kulliyah Darul Ulum cabang Al-Azhar saat itu,
pada saat yang sama beliau juga menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar Asy-
Syarif. An-Nabhani dikenal para sahabatnya di Al-Azhar sebagai sosok genius
dengan pemikiran mendalam dan mampu meyakinkan orang dalam perdebatan
dan diskusi pemikiran.

Selesai kuliah beliau bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai
guru di sekolah menengah atas dan Madrasah Islamiyyah di Haifa, lalu beliau
bekerja di Mahkamah Syar’iyyah Haifa yang merupakan lembaga yang
menerapkan hukum-hukum syara’setelah melihat pengaruh imperialis Barat di
bidang Pendidikan jauh lebih besar, meski Palestina jatuh di tangan Yahudi tahun
1948.

Sejak remaja Syaikh Taqiyyuddin sudah memulai aktifitas politiknya
karena pengaruh kakeknya yang terlibat langsung diskusi dengan orang yang
terpengaruh peradaban Barat seperti Muhammad Abduh dan para pembangkang
Daulah Utsmaniyyah. Juga kepada ulama Al-Azhar tentang kebangkitan umat dan
para pendiri organisasi Islam (Jam’iyyat Islamiyyah).

Beliau aktif menyampaikan masalah politik di khutbah, seminar atau
berbagai diskusi di negara Arab dengan membongkar rekayasa Barat untuk terus
mencengkeram negeri-negeri Islam lalu menghancurkan Islam dan umatnya. Pada
tahun 1953 Syaikh Taqiyyuddin bersama 4 rekannya resmi mendirikan Hizbut
Tahrir (Partai Pembebasan) di Yordania dan pusat kegiatannya di al-Quds
Palestina, sebuah gerakan dengan falsafah yang digali dari nash-nash syara’ dan
sirah Nabi SAW hingga Syaikh An-Nabhani wafat pada tanggal 20 Juni 1977 M.
Visi misi Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan Khilafah
dan Syari’ah, hingga kini Hizbut Tahrir sudah tersebar di 45 negara.

Karya beliau mencapai 30 buku antara lain : Nizham al- Islam, At-Takatul
Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrir, An-Nizham al-Iqtishadiyyah, An-Nizham al-
[jitima’iyyah, Nizham al-Hukm fi al-Islam, Ad-Dustur, Ad-Daulah al-Islamiyyah,
Ahkam as-Sholah, Nizham al-Uqubat. Semua karya beliau mencakup semua
bidang baik sistem ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, dan sistem
sanksi yang digali dari nash-nash syara’. Karya tersebut belum termasuk ribuan
selebaran (nasyrah) mengenai pemikiran, politik dan ekonomi.
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Lampiran 5

Nama

Ibu

Ayah

Tempat, tgl. Lahir
Alamat

No. Telp.

Pendidikan

Pekerjaan

Aktifitas

CURRICULUM VITAE

: Teguh Afriyanto
: Sunarni
: Mat Ikhsan (alm)
: Demak, 24 April 1984

: J1, Suburan Barat No. 92 Mranggen Demak

: 0813 9036 6430

: MI Futuhiyyah Mranggen (Lulus th.1996)
MTs. Futuhiyyah Mranggen (Lulus th.1999)
MAKN-MAN 1 Surakarta (Lulus th. 2002)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  ( Lulus th.2009)
: Guru Bahasa Inggris SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan
JI. Taman Siswa Yogyakarta
: Takmir Masjid Nurul Islam

J1. Pedak Baru Karang Bendo Banguntapan Bantul
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